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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintah dadaahdalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telataphtn Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung tyWVRkraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dagdfehan Bahan Galian
Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat || Karawdgraturan Daerah Nomor
03 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan JalanuReraDaerah Nomor 25
Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daeashol 3 Tahun 1999 tentang
Pajak Hotel dan Restoran, Peraturan Daerah Nomi@hdin 1999 tentang Pajak
Reklame, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tgiajak Hiburan;

bahwa penerbitan peraturan daerah sebagaimana gsilicha#talam huruf a,
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 19®@ante Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubahadedgdang-Undang Nomor
34 Tahun 2000;

bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomoir&&un 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peratu@rad sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimhalsuida, b, dan huruf ¢
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PajakliRae

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Petumkeem Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Bardbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentand&wokan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubabngndndang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahuplen dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara urath950);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentangtiBabrusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu60 18lomor 156
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@4)2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitabddgendang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonestaumal981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2/@®)3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentiraom dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia mat®83 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor@62)3 sebagaimana
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telah beberapakali diubah terakhir dengan Undandabg Nomor 16 Tahun
2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-UndamngoN6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakani@en Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadflagak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui@ N@@nor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)ag&imana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentandpplean Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan RBgagan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Mof®9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisthembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peraga#ibjak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéantaDaerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhgateUndang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undatgrd Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NeggurabiRk Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republionesia Nomor

4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringdrakguangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembiegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalarmijgean Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahamblaran Negara
Republik Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertanamarigineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia TaB009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoSt® )y

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaata@ (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakitan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No@fy Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelay&hdoiik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligglurdan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndoaeBahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadk6059);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majeksmisyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilaaerBh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtiknesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafddomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakrdbadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf9 28lomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®&0)5
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Iiséi@hun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadN6234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalagiddmaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubtibnesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 28lomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ss

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahafiaaniNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik

Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentamgb&®an Kedua Atas
Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentangyddean dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Rdpuidionesia Tahun 2006
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamssmor 4628);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentalag Jaembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahambazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DadPabvinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neepablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Rkdadbnesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentamtprfen Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentantp Teartib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtiknesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubeemagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran NegarauRék Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuldiéniesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerheNotaor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noéhdrahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sertadldeiu Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah PraivifLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentatey Tara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah daibue Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentamg Fajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah alteayd Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu® 20dmor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&@Gang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telarapabeali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 iaB011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Négmrior 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010tateyn Badan atau
Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PajakmiBulan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 TaB00 #ntang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tal08 fentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tal08 #ntang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Menetapkan

dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Karawang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten idagaw
Bupati adalah Bupati Karawang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenhiddng perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang manaRajak Daerah,;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, ladaatribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Bagarg bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkdralan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Ismjesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamaugyang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, pers@amerya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMBhgan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dpeasiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgasissisil politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya term&sukrak investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disadioleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapaistpahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mamrguga motel, losmen,

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahamah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamir digloi 10 (sepuluh).

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yaadjakan oleh restoran.
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Restoran adalah fasilitas penyedia makanan danfaitawuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetardijn, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraamnamb

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukaermainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaralamek

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau mexig Ppentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial mempeatkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umummatap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,nd@e dirasakan, dan/atau
dinikmati oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggtemesya listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumbe. lai

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pagk leegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumbamatli dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bulagam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundashgagan di bidang
mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraaratguagkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usatapum yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan temp@paekendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bersdadgandengannya yang
digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkah peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untekguabah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan dternyang bersangkutan,
termasuk alat alat berat dan alat-alat besar yatagrdoperasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara permanga kendaraan bermotor
yang dioperasikan di air.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kemulayaag tidak bersifat
sementara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegp¢agambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk maajbocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yapgtdlikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempungki dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pergtuthdangan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Haleatau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lam&ga)(bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitungnyator, dan melaporkan
pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya b)(satun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidakna dengan tahun
kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dilaga suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahajak Psesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalesaid

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutai pgaghimpunan data

objek dan subjek pajak, penentuan besarnya paja tgmutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengavp@sgmetorannya.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutisyagkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melegopenghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan giggk, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan pergndalangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutisyagitat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkaa dabjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesig@ndketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #&&in§SPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah diakulengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain lkes klaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyaghiat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlabkgmjak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangnjsghya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menento&sarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan peyaban pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajalgyaasih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambapang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajakgyarenentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanautigingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pgiagk sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teryitdan tidak ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangjsitgya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jukedbihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daappajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya d&atn®TPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi asdmatf berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputussng ynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau keleglidalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan pkgmajaerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Suratdfetn Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketet#fzgak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah NBhilat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daeramt3{eputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputuaarkeberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Bxakah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan PajaérabaKurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, S(eg#tapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemam@leh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilak p#ga banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh \WRgjak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangkdilalsecara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang uaieliarta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargelgl&n dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusunalap@uangan berupa neraca
dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajaetart.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa wsahgelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatanyaiyang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.
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Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daemdalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mensarta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidhrmadang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik heda atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusleh aindang-undang untuk
melakukan penyidikan.

BAB 11
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

e N

1)
(2)

3)

(4)

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua
Pajak Hotel

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 3
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh tisebut Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disedia&kih hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelemgkhotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuktafmsdlah raga dan
hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayatd2hafasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanarciciseterika, transportasi, dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atauldi&énotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana diogthRada ayat (2) adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakah Blemerintah atau
Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kagikeagamaan,;

d. jasatempat tinggal di rumah sakit, asrama pergvaatj jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yasglatiggarakan oleh hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.



Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atagaBayang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahaiein h

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi ataud@agang mengusahakan hotel.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayat@u yang seharusnya
dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuirbgn).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitunggda cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasayenaam pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah dad¢emnpat hotel berlokasi.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 8

(1) Pajak atas pelayanan yang disediakan olehragsthsebut Pajak Restoran.
(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yandidlsan oleh restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimanakslichapada ayat (2)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau manugang oleh pembeli,
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikossdntempat lain.

(4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimamaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran wpgaigpenjualannya tidak
melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)pdan.

(5) Terhadap Restoran yang tidak termasuk Objek sghkgaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan pembinaan oleh Dinas.

(6) Pedoman Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Byadiafur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 9



(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi ataamBgdng membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Bagsng mengusahakan
restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pamabayang diterima atau
seharusnya diterima restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (skgdtsen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 12

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihidemgan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengaar dengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayalerala tempat restoran
berlokasi.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 13

(1) Pajak atas penyelenggaraan hiburan yang merhuoayaran disebut Pajak
Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggdrdmman dengan dipungut
bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2aladal

tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ataurtaysa

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

pameran;

diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;

sirkus, akrobat dan sulap;

permainan bilyar, golf dan bowling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permagstandgkasan;
panti pijat/refleksi, mandi uagpa dan pusat kebugarafitess center); dan
pertandingan olahraga.
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(4)

1)
@)

(1)

(2)

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah :

a. tontonan film dalam rangka kegiatan sosialldanasyarakatan yang tidak
mengandung unsur komersial yang diselenggarak&anRedmerintah atau
Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat; dan

b. pertandingan olahraga yang diselenggarakamdaagka kegiatan sosial dan
kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur korhersia

Pasal 14
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Bgdag menikmati hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Ba@argy menyelenggarakan
hiburan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang gderima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimanakslid pada ayat (1)
termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma ydveyikan kepada penerima
jasa hiburan.

Pasal 16

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
a. tontonan film :

1. Harga Tiket Masuk (HTM) di atas Rp. 50.000,0§besar 15% (lima belas
persen);

2. Harga Tiket Masuk (HTM) sampai dengan Rp. 50000sebesar 10%
(sepuluh persen);

Untuk pertunjukan kesenian rakyat/tradisionakid dan tari ditetapkan sebesar

10% (sepuluh persen);

Untuk pertandingan olah raga tingkat region@sional dan olahraga yang

diselenggarakan di tempat rekreasi dan kolam redaetapkan sebesar 20% (dua
puluh persen), sedangkan pertandingan olah ragadgah ditetapkan sebesar 15%
(lima belas persen);

Untuk pertunjukan musik ditetapkan sebesar 209a puluh persen);
Untuk Pameran ditetapkan sebesar 25% (dua poiatpersen);
Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 3§a puluh persen);

Untuk kegiatan olah ragmwling, golf dan pertunjukan lainnya ditetapkan sebesar
30% (tiga puluh persen);

Untuk permainan ketangkasan ditetapkan seb&8antga puluh persen);

Untuk diskotik dan klab malam ditetapkan sebé&f#6 (lima puluh persen);

Untuk karaoke ditetapkan sebesar 35% (tiga pliloa persen);

Untuk mandi uap, panti pijat, pagelaran busaaa, kontes kecantikan ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh persen).
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Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitdeggan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengsar geengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah rdaetempat hiburan
diselenggarakan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 18
(1) Pungutan pajak atas penyelenggaraan reklasebuti Pajak Reklame
(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelergyaeklame.
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayatéRputi:

reklame papabillboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
reklame kain;

reklame melekat, stiker;

reklame selebaran,;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

reklame udara;

reklame apung;

reklame suara,

reklame film&lide; dan

reklame peragaan.

T T Se@Te 0oy

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklameaadal

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televéglio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merk produk yang melekat pada barang yangrdgmangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisiain

c. hama pengenal usaha atau profesi yang dipasanganhgiada bangunan
tempat usaha atau profesi dengan ukuran luas tetak dari 2 meter x 1
meter atau 2 (dua) m2 yang tidak mengandung ursueksial,

d. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatmsial dan
kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur korhersiang
diselenggarakan oleh warga masyarakat; dan

e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atmefntah Daerah.

Pasal 19

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau BBa@ag menggunakan
reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Ba@eng menyelenggarakan
reklame.
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(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secargsiang oleh orang pribadi
atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang prétad Badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihakgietpihak ketiga tersebut
menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 20
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sevearek

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketigéai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dagk@da nilai kontrak
reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilavesegeklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhafiktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka wakhy@lenggaraan, jumlah, dan
ukuran media reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimakadd pyat (2) tidak diketahui
dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklamietapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud gyata(3).

Pasal 21

(1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkalyaBRemasangan, Lama
Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.

(2) Besarnya Biaya Pemasangan sebagaimana dimaksudagaddl), ditentukan
berdasarkan biaya yang dibutuhkan dalam perencapaarbuatan, pemasangan
dan pemeliharaan reklame yang ditetapkan dalam ubker@tandar Biaya
Pemasangan Reklame.

(3) Standar Biaya Pemasangan Reklame sebagaimana diongleda ayat (2)
berdasarkan jenis reklame ditetapkan dengan ParaBupati.

(4) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayatta(l)jangka waktu
penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingdudanan dan tahunan.

(5) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud ayatdiigntukan berdasarkan kelas
jalan, ketinggian dan sudut pandang.

(6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditentuBardasarkan tingkat
kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keraraaus lalu lintas.

(7) Kelas jalan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaknil&e jalan Utama, A dan B
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(8) Luas Reklame dihitung dengan ketentuan sebagdiuberi

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas,utigitiari bingkai atau batas
paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atawtburuf tersebut berada di
dalamnya,;

b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidatbibgkai, dihitung dari
gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengéan menarik garis lurus
vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empegqui;

c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumusasarkan bentuk benda
masing-masing.
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(9) Ketinggian ditentukan dengan mengukur tinggi reldadari permukaan tanah
sampai garis tengah reklame.

(10) Sudut Pandang ditentukan berdasarkan mudah d&myalaeklame dapat dilihat
dari arah pandang jalan searah atau persimpanigan ja

(11)Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimamaakiud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak (PKP) Reklame Tdihgpung berdasarkan
Nilai Pajak Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L)] Beklame (S) dan Jenis
Produk.

(2) Untuk Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisgde jenis produk selain
rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus

PKP =NPS x L

(3) Untuk Reklame Tetap yang mempunyai sisi lebih da(satu) besarnya Pokok
Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :

PKP =NPSXxLxS

(4) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap ukegkatan sosial, sosial
keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringaebesar 50% (lima puluh
per seratus).

(5) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insideiftituthg berdasarkan Nilai
Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dangas :

PKP = NPS x JS

(6) Nilai Pajak Per Satuan Reklame Insidentil sebagaamdimaksud pada ayat (5)
ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (duzhdirha persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 24

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitlerggan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengaar geengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayahratagempat reklame tersebut
diselenggarakan.
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(1)
(2)
3)

(4)

1)
(@)
3)

1)
(2)

(1)

Bagian Keenam
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak
Pasal 25

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yhhgsilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain disebut Pajak Peneradgkam

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguesmaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari suntdoe.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimdkgada ayat (2) meliputi
seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalangseto@na dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi PemeridéhPemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yeyumakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas tinabd, b

C. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendingdn kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknig&aér

Pasal 26

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang préiadi Badan yang dapat
menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribdai d@adan yang
menggunakan tenaga listrik.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumban, I&/ajib Pajak Penerangan
Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 27
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalaldNildienaga Listrik.
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud @g@a (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber la&ngan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biayaabéetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalakening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NJaial Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat pengguhsisik, jangka waktu
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yandabe di wilayah Daerah
yang bersangkutan.

Pasal 28

Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaanadisagk dari sumber lain
ditetapkan sebesar :

a. Daya listrik 450-1000 VA : 3 %
b. Daya listrik 1001-3500 VA : 4 %
c. Daya listrik di atas 3500 VA : 5 %
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(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain olelustrd pertambangan minyak
bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalaetagikan sebesar 3% (tiga
persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sengirif pajak penerangan jalan
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 29

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang teruténitgng dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam P&sdEBgan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut lhiyati daerah tempat
penggunaan tenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagialokalikan untuk
penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan L ogam dan Batuan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 30

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pagths kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan baiksiember alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalepidtan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
asbes;
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;
garam batul@lite);
grafit;
granit/andesit;
. gips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika,
marmer;
nitrat;
opsidien;
oker;
. pasir dan kerikil;

S<SECYVTSQETOSITATTISQ@TOQ0DTY
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®3)

(1)

(2)

1)

@)

3)

(4)

X. pasir kuarsa,

y. perlit;

z. phospat;

aa.talk;

bb.tanah serapf\llers earth);

cc. tanah diatome;

dd.tanah liat;

ee.tawas élum);

ff. tras;

gg.yarosif;

hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakkit; dan

hh.mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai Hetan peraturan
perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan LogaendBatuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bay#y nyata-nyata
tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kagigtengambilan tanah
untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiangik/islepon,
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipgasir

b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan baj#ary merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yangktidimanfaatkan secara
komersial.

Pasal 31

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adatahg pribadi atau Badan
yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adal@mg@ pribadi atau Badan
yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 32

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batdalah nilai jual hasil
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wligitdengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai patar harga standar masing-
masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2plad@hrga rata-rata yang
berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yaegdngkutan.

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi minerakkdn logam dan batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperafedka digunakan harga
standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwgnaalam bidang
pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
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Pasal 33

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetaplsebesar 25% (dua puluh
lima persen).

(1)

(@)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Bayaag terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana kdunadalam Pasal 33
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimakaondRasal 32.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutdipgingut di wilayah
daerah tempat pengambilan mineral bukan logam darab.

Bagian Kedelapan
Pajak Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 35

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luatarbgalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupundiaadiakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kearddéermotor disebut Pajak
Parkir.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempéir i luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usatapum yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempipgekendaraan bermotor.

Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalmk yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedisgbagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraanob@rm

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud agak (2) adalah:

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah darefntah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran langa digunakan untuk
karyawannya sendiri;

c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, kansdan perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 36
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Baglrg melakukan parkir

kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Baglang menyelenggarakan
tempat parkir.
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(1)
(@)
®3)

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
Pasal 37

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pendraydau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksda g@yat (1) jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk meakgn tempat parkir.

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimalesladayat (1) termasuk
potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yangrikbn kepada penerima
jasa parkir.

Pasal 38

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dualppersen).

(1)

(2)

1)
(@)
3)

(1)

(2)

(1)

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitueiggdn cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasmenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Rhdempat parkir berlokasi.
Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak
Pasal 40

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pehgaee sarang burung walet
disebut Pajak Sarang Burung Walet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pendamldan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksuda paght (2) adalah
pengambilan sarang burung walet yang telah dikenpkaerimaan negara bukan
pajak (PNBP).

Pasal 41

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang giribgau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan damamgg walet.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang prikegdu Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan damamgg walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
Pasal 42

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet addkhjual sarang burung
walet.
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(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksadia ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umungséurung walet yang
berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volarna@g burung walet.

Pasal 43

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebE3%r (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 44

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang tegudéhitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam B&sdéngan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipunguvitiiyah daerah tempat
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burureg.wall

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 45

Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimilikuasai dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan gigunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan disebak Fajmi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 46

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkatialah bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimarkaatoleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatsaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplaedesgunan seperti hotel,
pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatwkesdéngan kompleks
Bangunan tersebut;
jalan tol;
kolam renang;
pagar mewabh;
tempat olahraga;
taman mewabh;
tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, ipipgak; dan
menara.

S@roo0T

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dangBaan Perdesaan dan
Perkotaan adalah objek pajak yang :
a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daeralk pgnyelenggaraan
pemerintahan;
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(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingamrudi bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan médsigang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala gteng sejenis dengan
itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutaatayi taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dah teegara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulardasarkan asas
perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga im$eynal yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajatetdpkan sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiapi\Rajak.

Pasal 47

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Barkatlalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu fek Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,ngunasai dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkatdalah orang pribadi
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu @k Batmi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,ngunasai dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 48

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan perdessaatkotaan adalah
NJOP.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayatt¢lgpitian setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapagtdjikan setiap tahun sesuai
dengan perekmbangan wilayahnya.

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud padg2a ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Rexkdlitetapkan sebesar 0,3%

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan PerdesaarPeldotaan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimamaldud Pasal 49 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasatel@h dikurangi Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimal&ashl 46 ayat (4).

1)

Paragraf 3
Tahun Pajak dan Tempat Pajak yang Terutang

Pasal 51

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahumiale
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(2)
3)

(1)
(2)

(1)
(@)

(1)
(@)

@)
(4)

(5)

(1)

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalabrotdreadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari.
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah dagmaly meliputi letak objek pajak

Paragraf 4
Pendataan Pajak

Pasal 52

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusléigan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kelpapati selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal ditenggaSPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 53

Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal selbegikut :

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayalgR)disampaikan dan
setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis olehpdiiu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. Berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keteranganelaigata jumlah pajak
yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yamifuhg berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB I11
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 54

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang teytherdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajitalpdgerdasarkan perundang-
undangan perpajakan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakandsarkan penetapan Bupati
dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumendaig ¢ipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgkadd ayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan isemtbayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 55

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saataegnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;
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(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(@)

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalangka waktu 30
(tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara fertidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajg&ng terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yaegiwula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah papakterutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besadgyagan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kpajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPB#&iagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dilkenaanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanngdjidtari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palimpda24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDK&bagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksiiradiratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekungragjak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tik@kakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pesezan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administtaiupa kenaikan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambahksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungpdfak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama(@4a puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi daa tara penerbitan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimakdach pasal 54 ayat (3)
dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi daa tara penerbitan , pengisian
dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagandimaksud
dalam Pasal 54 ayat (5) diatur dengan PeraturaatBup

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 57

Bupati dapat menerbitkan SPTD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaya

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganbasaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupagawan/atau denda;

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STRiagsgmana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengahkss administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuig pama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
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3)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

)

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jaduipb pembayaran dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dwsamesebulan atau ditagih
melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pasal 58

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayararmpdayetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjeekdt saat terutangnya pajak dan
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima®yPT oleh wajib pajak.

SPPT,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusamipetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang ebabian jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pamagiajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satuamsejak tanggal diterbitkan.

Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memempénsyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadd wajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakaga bsgbesar 2% (dua
persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayapgnyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayar&rdjzja dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 59

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPB&®DKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kelmerdan putusan banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajakapadktunya dapat ditagih
dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakadadaekan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 60

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepafdati atau pejabat yang
ditunjuk atas sesuatu :

SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga kaidas ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakn daerah.

@rpaoop

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasmésia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdanga 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungatagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkamhwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kelerasa.
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(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

)

(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

@)

(4)

(5)

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak tetsmbayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimianaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak diaqpgsebagai surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdnBipati atau Pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan loedarat pos tercatat sebagai
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 61

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua Ddbatan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atzer&tan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeseluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajgksraang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatang ydmjukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 62

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingah&apada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannyadytategpkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada &yatfigjukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasanjglasydalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiriirgan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiibmbayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pearrBiitusan Banding.

Pasal 63

Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandkajpulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalileargan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling larfdua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (jurdy sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikiednu sebagian wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebe@% 8ima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan digudengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan bandagksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) setmgadimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkebagian, wajib pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda seld#¥afo (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurdeggan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan K etetapan,
Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanks administratif

Pasal 64

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatanrBapati dapat
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STBEBPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesal&lemdan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuarentert dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminidieatipa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peratpexondang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenkarena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKBD&BT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yangiikan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkartimpangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengarargau penghapusan sanksi
administratif dan pengururangan atau pembatalagtdqn pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PeraturantBupa

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN
Pasal 65

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapatigajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua Bdbtagan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pejskgaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(gydelah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohommangembalian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBishditerbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebi@embayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaidmaaitsud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dualpisejak diterbitkannya
SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksetelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesardf persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran. pajak

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pab&gaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)
(2)

3)

1)

(2)

1)

(@)

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 66

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedalsavsetelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgmagmajak kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksial gzt (1) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ata

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baigsiang maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paletmgaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihisejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagainmanksdd pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya atekgn masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemeiaahah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimiamaksdd pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohoaagsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajik.Paja

Pasal 67

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karemak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak gadgh kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudaHuiedsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 68

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palssglikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) peumatvajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaramatrserta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayhat{ir)dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 69

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untukngoje kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam ranglkeksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku@tatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubudgagan objek pajak
yang terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atamgam yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcpemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p&s@sn pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daeedn diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatitetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebaga dimaksud ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIlII
PERIZINAN

Pasal 71

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakotel, Restoran,
Hiburan, Reklame, Parkir, Sarang Burung Walet damgBmbilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan wajib memperoleh izin textdari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukearadertulis kepada Bupati
melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menaipgaizinan.

Pasal 72

Kegiatan penyelenggaraan Hotel, Restoran, hibiRaklame, Parkir, Sarang Burung
Walet dan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan lpataapa memiliki izin atau
tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapledaim perizinan yang diberikan
dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan dargatabongkaran.

Pasal 73

Tata cara permohonan izin dan pengenaan sanksjasetana dimaksud dalam Pasal
71 dan pasal 72 diatur lebih lanjut dengan PexatBupati.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 74

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukagigi&an tindak pidana
di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimakalandundang-undang
Hukum Acara Pidana.
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(2)

3)

(4)

(1)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad®dgbat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ydiaggkat oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pegsnddangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti katgan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajpkanah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dasjel

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan emigorang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang ddaksghubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dirikiau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakarah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkedaagan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah,;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahat peikbukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan taamyiterhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanams penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang gugatkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungnaefaeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaka@iderpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa sebagai
tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapamyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengsmtian peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaalepPenuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dndsia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukumig®Balana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmpe&PTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&anpiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidanaalgmaling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurarggar.
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa8®nPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&anpiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapaidangp dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana deatlag banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurarmggar.

Pasal 76

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidakntlit setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak bBerakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnyantgajak yang bersangkutan.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakarimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaam bmrlaku pada tanggal 1
Januari 2013.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

(1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang PagkgaPnbilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

(2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajakrangan Jalan;
(3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Palakadh:;

(4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Payé Han Restoran;
(5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang PaklaRe;

(6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajain& Burung Walet;
(7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajddr P

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagigan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahufatawang.

DitetapkandiKarawang
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd
ADE SWARA
Diundangkan di Karawang
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN
KARAWANG,
ttd

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR: 12 SERI: B
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomoal32nT2004 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubahhteiddéngan Undnag-undnag Nomor
12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdirPéadapatan Asli Daerah, Dana
perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapdaerah yang sah. Salah satu
sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatahdeetu dari hasil Pajak Daerah.
Selama ini pungutan daerah yang berupa Pajak mehggada Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusrdbasebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Daerah Kabiigata diberi kewenangan
untuk memungut 7 (tujuh) jenis Pajak. Selain itwbKpaten/Kota juga masih diberi
kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sapgnmemenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam Undang-undnag. Undang-Undanghirgaga mengatur tarif pajak
maksimum untuk ketujuh jenis Pajak tersebut. Setagp Peraturan Pemerintah
menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objekjekudan dasar pengenaan dari 7
(tujuh) jenis Pajak tersbut yang dapat dipunguth @aerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 TabB08 Bntang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-tipa@mor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana delbah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, terdapat penambahan kewendrmgirKabupaten/Kota dalam
pemungutan pajak dari semula 7 (tujuh) jenis payanjadi 11 (sebelas) jenis pajak
dengan tidak membuka peluang kepada daerah unto&tapkan jenis pajak baru selain
yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Untuk Kabupaten Karawang pajak yang diatur dalamatBean Daerah ini ada 9
(sembilan) Pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak RestdPapak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak mineral Bukan Logam damaBaPajak Parkir, Pajak Sarang
Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdegaaferkotaan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutdn dzegeah Kabupaten/Kota
tersebut, diharapkan kemampuan daerah untuk meaibk@putuhan pengeluarannya
semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memhberikewenangan kepada daerah
untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberilegpadtian bagi masyarakat dan
dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapatmgkatkan kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejanididasarkan
atas izin usahanya.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
4
Cukup jelas.
5
Cukup jelas.
6
Cukup jelas.
7
Cukup jelas.
8
Cukup jelas.
9
Cukup jelas.
10
Cukup jelas.
11
Cukup jelas.
12
Cukup jelas.
13
Cukup jelas.
15
Cukup jelas.
16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesenian rakyat/tradisioradalah hiburan
kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perhulunlilestarikan dan
diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungh ddlemua lapisan
masyarakat.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

17

Cukup jelas.
18

Cukup jelas.
19

Cukup jelas.
20

Cukup jelas.
21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas.
23

Cukup jelas.
24

Cukup jelas.
25

Cukup jelas.
26

Cukup jelas.
27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas.
29

Cukup jelas.
30

Cukup jelas.
31

Cukup jelas.
32

Cukup jelas.
33

Cukup jelas.
34

Cukup jelas.
35

Cukup jelas.
36

Cukup jelas.



Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Cukup jelas.
ukup jelas.
kup jelas.
up jelas.
p jelas.
jelas.
jelas.
elas.
las.
as.
S.

Pasal 41
asal 41
sal 41
al 41
I 41
41
41

Cukup jelas.
Cukup jelas.
ukup jelas.
kup jelas.
up jelas.

p jelas.
jelas.
jelas.
elas.
las.

as.

S.

Pasal 42
asal 42
sal 42
al 42
I 42
42
42
42
2



Cukup jelas.
Cukup jelas.
ukup jelas.
kup jelas.
up jelas.

p jelas.
jelas.
jelas.
elas.
las.

as.

S.

Pasal 43
asal 43
sal 43
al 43
I 43

43

43
43
3

Cukup jelas.
Cukup jelas.
ukup jelas.
kup jelas.
up jelas.

p jelas.
jelas.
jelas.
elas.
las.

as.

S.

Pasal 44
asal 44
sal 44
al 44
I 44

44

44
44
4

Cukup jelas.
Cukup jelas.
ukup jelas.
kup jelas.

up jelas.



p jelas.
jelas.
jelas.
elas.
las.
as.
S.
Pasal 45
asal 45
sal 45
al 45
I 45
45
45
45
5
Cukup jelas.
Cukup jelas.
ukup jelas.
kup jelas.
up jelas.
p jelas.
jelas.
jelas.
elas.
las.
as.
S.
Pasal 46
asal 46
sal 46
al 46
I 46
46
46
46
Ayat (1)
Ayat (1)
yat (1)
at (1)
t (1)
1)
(1)
1)

)

Yang dimaksud dengan "kawasan” adalah seéemah dan bangunan yang
digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutaaarpaettambangan di



tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tgaaf diberi hak
pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilaydtaysertambangan.
Yang dimaksud dengan "kawasan” adalah séanah dan bangunan yang
digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutaaarpaettambangan di
tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tgaaf diberi hak
pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilaydtaysertambangan.
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah senamaht dan bangunan yang
digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutaaarpaettambangan di
tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tgaaf diberi hak
pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilaydtaysertambangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk pengieh
keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakatuk
melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidakutian untuk
mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antés dari
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dariaydlyadan yang
bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatardigikan, dan
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengenii@dalah hutan
wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peratperundang-
undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang segjeadalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu qiggk dengan cara
membandingkannya dengan objek pajak lain yang isejgang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan teladtathiui harga
jualnya.

b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekataof@epenentuan nilai
jual suatu objek pajak dengan cara menghitung @elinaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pads genilaian
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berkasakondisi
pisik objek tersebut.

c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatatode penentuan nilai
jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada Ipasduksi objek
pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) sakali. Untuk Daerah

tertentu yang perkembangan pembangunannya mengaib&enaikan

NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapiapiian setahun

sekali.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 49



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas.

50
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tg@afak dikurangi terlebih
dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebepdil R00.000,- (sebelas juta
rupiah).
Contoh:
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:
- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300 @@R0
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp380000M2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.00.20
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagam dengan nilai jual
Rp175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagéub
1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00
b. Taman
200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000,00
c. Pagar
(2120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.500.0006;00
Total NJOP Bangunan Rp181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp00.000,00
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp170.500.@09,0
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp410.600,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah 0,13%.
5. PBB terutang: 0,13% x Rp410.500.000,00 = REZB00
51
Cukup jelas.
52
Cukup jelas.
53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dangBaan Perdesaan
dan Perkotaan.
54
Ayat (1)

Pemungutan Pajak adalah kegiatan penentuan pasgoajak dan
penagihan pajak selain kegiatan penghimpunan dg¢&k dan atau subyek
pajak atau kegiatan administrasi lainnya.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pagty yitetapkan oleh
Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak detédalebih dahulu
ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumernn la/ang
dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaajak yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk ghiemg,



Pasal

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan serajakpyang terutang

dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

55

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengaa wembayar sendiri,
diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengamggenakan SPTPD.
Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitmemperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tegutalak memenuhi
kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbf#€&PDKB dan/atau
SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetggagak atas pajak yang dibayar
sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujtgpada Wajib Pajak tertentu
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengiSRRPD atau karena
ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh \Wd&jajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupatiukundapat
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya tedpa#tasus-
kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya tephatdgib Pajak tertentu
yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemerikidak memenuhi
kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPDa galun pajak
2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertenigaj belum
menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu p&img 5 (lima)
tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajalg yarutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD padantphjak 2009.
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, yata dari hasil
pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benas pégak yang
terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapa&nenbitkan
SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contob tedah diterbitkan
SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama ing) tahun
sesudah pajak yang terutang ditemukan data barlatdandata yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penamipaméath pajak
yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bigatyata jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah krefik @dau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupapat menerbitkan
SKPDN.

Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)

Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara

jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutamg y
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
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berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pggang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksinetmatif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajag tidak atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama(@4a puluh empat)
bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibaganksi administratif
berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya papkpai dengan
diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibanrpp@kannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yamgah ditemukannya
data baru dan/atau data yang semula belum terungkag berasal dari
hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutangrobeh, maka terhadap
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupadikan 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi adnatif ini tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebeliantiakan tindakan
pemeriksaan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibanrppgkannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angkai®) Wajib Pajak
tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannykendkan sanksi
administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% fduuh lima persen)
dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus inpd&umenetapkan pajak
yang terutang secara jabatan melalui penerbitanDB®P Selain sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duahplitoa persen) dari
pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksiimdiratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungodpk yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palingda24 (dua puluh
empat) bulan. Sanksi administratif berupa bungatutfij sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya 3¢82D

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud “Surat Paksa” adalah Surat Pdrid@mbayar Utang
Pajak dan beaya menagih pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasadalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalrgramka wajib pajak sakit
atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
61
Cukup jelas.
62
Cukup jelas.
63
Cukup jelas.
64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objekakgjantara lain,
lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunamite sendiri
yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib &ajertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
65
Cukup jelas.

66

Cukup jelas.

67

Cukup jelas.

68

Cukup jelas.

69

Cukup jelas.

70

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksangkamungutan” adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsmgtaksanakan
pemungutan Pajak.

Ayat (2)
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Pemberian besarnya insentif dilakukan melaluimipghasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kkéman Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalaarigan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
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